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TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

Secara etimologis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, harta
bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama.Harta adalah barang-
barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, sedangkan bersama
adalah seharta, semilik.Sedangkan menurut terminologis harta bersama adalah
barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh
suami isteri secara bersama-sama dalam perkawinan.*

Pada dasarnya, menurut hukum Islam tidak dikenal adanya
percampuran harta bersama antara suami dan isteri karena perkawinan,
kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Hal ini disebabkan
karena dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi tidak dijelaskan dengan tegas
tentang hal itu, sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu
ditentukan dengan cara ijtihad.?

Dalam beberapa kitab figh, baik ahli hukum kelompok Syafi'i maupun

madzhab-madzhab lain, tidak ada satupun yang membahas topik tentang harta
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bersama dalam perkawinan sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat.
Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya, kepemilikan harta bersama antara
suami isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan
bentuk kerja sama (syirkah ).

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
mengenai harta bersama telah dijelaskan dalam Bab VII pasal 35 sampai
dengan pasal 37.Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
harta barsama itu diatur dalam Bab | pasal 1 huruf (f) dan Bab XIII pasal 85
sampai dengan pasal 97.

2. Harta Bersama Menurut Hukumislam

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas
daripembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan.Banyak Ulama
yangberpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep
syirkah.Mengingatkonsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam
rujukan teks Al-Quran danHadis|, maka sesungguhnya kita dapat melakukan
giyas (perbandingan) dengankonsep figih yang sudah ada, yaitu tentang
syirkah itu sendiri.Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta
bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama

menjadi mengada-ada.*

%Ratno Lukito,Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Nasional, 1998), 82-83

“*Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian.,(Jakarta:
Bulan Bintang, 1975), 59
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Menurut Yahya Harahapbahwa sudut pandang Hukum Islam terhadap
harta bersama ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ismail
Muhammad Syah dalam Disertasinya bahwa pencarian bersama suami istri
mestinya masuk rub 'u mu’a>malah, akan tetapi ternyata secara khusus tidak
dibahas mengenai hal tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena
padaumumnya pengarang kitab-kitab figqih adalah orang Arab yang tidak
mengenaladanya adat mengenai pencarian bersama suami istri. Akan tetapi
merekamembicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab dikenal
dengansyirkah.’Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah
termasukperkongsian, maka untuk mengetahui hukumnya perlu dibahas
terlebih dahulutentang macam-macam perkongsian sebagaimana yang telah
dibahas oleh paraAhli Figih dalam kitab-kitab mereka.

Menurut  Amir Syarifuddin  Hukum Islam mengatur bahwa
perjanjianperkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan
atausesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk
syirkah.Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi

milik masing-masingsuami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta
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bersama dan tetapmenjadi harta milik pribadi masing- masing.®Syirkah adalah
akad antara orang-orangyang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.’

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuranharta
pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya
salingpengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut,
jangansampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang
mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini  Hukum Islam
memperbolehkan adanya perjanjianperkawinan  sebelum perkawinan
dilaksanakan.Perjanjian tersebut dapat berupapenggabungan harta milik
pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapatpula ditetapkan tidak
adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi hartabersama.Jika
perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, makaperjanjian
tersebut adalah sah dan harus diterapkan.®

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan
hartaistri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak
ditentukandalam perjanjian perkawinan).Hukum Islam juga memberikan
kelonggarankepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan

sesuai dengankeinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya
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mengikat merekasecara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan
harta kekayaan suami-istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang
termasuk harta suami danmana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan
suami dan mana hartabawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang
diperoleh suami dan hartayang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama
perkawinan, serta mana hartabersama yang diperoleh secara bersama selama
terjadinya perkawinan,

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta
suamidan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.
KetentuanHukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan
atau salahseorang dari keduanya meninggal dunia.

3. Macam-Macam Harta Bersama

Mengenai macam-macam harta dalam perkawinan, menurut pasal 35
Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan sebagai
berikut :°
1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yangdiperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di
bawahpenguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan

lain.

%Ibid., 11
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Sedangkan dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97 disebutkan,

bahwa harta perkawinan dapat dibagi menjadi :°

1.

menjadibeberapa macam sebagai beriku

1.

Harta bawaan suami, vyaitu harta yang dibawa suami sejak
sebelumperkawinan.
Harta bawaan isteri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum
perkawinan.
Harta bersama suami dan isteri, yaitu harta benda yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama suami dan isteri.
Harta dari hasil hadiah, hibah, waris dan shadagah suami, yaitu harta yang
diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
Harta hasil, hibah, waris, dan shadaqgah isteri, yaitu harta yang diperolehnya
sebagai hadiah atau warisan.
Menurut Sayuti Thalib, harta suami isteri itu dapat digolongkan
t :11
Dilihat dari sudut asal usulnya, harta suami isteri itu dapat
digolongkanmenjadi tiga golongan, yaitu:
a. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami isteri yang telah
merekamiliki sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah

atau usahamereka sendiri.

1bid., 198-201
sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 83
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b. Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh setelah menikah,
yaituyang diperoleh dari warisan, hibah atau wasiat untuk masing-
masingsuami atau isteri dan bukan diperoleh dari usaha mereka baik
peroranganmaupun bersama-sama.

c. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh suami isteri setelah mereka
berada dalam hubungan perkawinan dengan jalan usaha merekabaik
sendiri, perorangan maupun secara bersama-sama.

Sedangkan menurut M. Idris Ramulyo, macam-macam harta suami
isteri yang lazim dikenal di Indonesia antara lain :*2

1. Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum perkawinan
melalui usaha mereka masing-masing. Menurut UU No. 1 tahun 1974 harta
tersebut dikuasai masing- masing pihak yang memilikinya.

2. Harta yang diperoleh pasangan suami isteri yang diberikan oleh keluarga
atau orang tua untuk mereka berdua pada saat mereka menikah. Harta
tersebut bisa berupa modal usaha, perabotan rumah tangga atau tempat
tingoal.Ketika terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada
keluarga atau orang tua yang memberikan. Di Minangkabau harta ini

dikenal dengan istilah Harta Asal.

12M. I1dris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama
dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 28-29
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3. Harta yang diperoleh oleh masing-masing suami isteri dalam masa
perkawinan melalui hibah, wasiat maupun dari orang tua atau keluarga
terdekat. Harta semacam ini di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta
dikenal dengan nama harta Gawan, di Jakarta disebut Barang Usaha, di
Banten disebut Barang Sulu, di Jawa Barat disebut Barang Benda atau
Barang Asal atau Barang P usaka.

4. Harta yang diperoleh masing-masing suami isteri dalam masa
perkawinanmelalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari
mereka. Hartatersebut disebut harta pencaharian.Dalam Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 harta tersebut menjadi harta bersama suami isteri.Harta
jenis ini diAceh disebut Haraueta Sihareukat, di Bali disebut Druwegabro,
di Jawadisebut harta Gono-Gini.

Adapun penyebab terjadinya percampuran harta kekayaan suamiisteri
disebabkan oleh beragam faktor.Sayuti Thalib menjelaskan bahwa harta
kekayaan bisa bercampur apabila mengadakan perjanjian secara tertulisatau
diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalamsuatu
perkawinan, baik harta bawaan masing-masing atau harta yangdiperoleh
selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha sendiri ataupunharta
pencaharian.Dapat pula ditetapkan dengan Undang-undang atauperaturan

perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorangsuami isteri
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dalam ikatan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah hartabersama suami
isteri. '3

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa harta benda yangmenjadi
hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-
masingsebelum terjadi perkawinan ataupun yang diperoleh masing- masing
pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama,
misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.Sedangkan
harta bersama adalah harta yang diperoleh masing- masing suami isteri dalam
masa perkawinan melalui usaha mereka berdua atau dari usaha salah satu dari
mereka.Dalam hal ini, suami isteri dapat mempergunakan harta bersama atas

persetujuan kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam
Menurut hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran harta
bersama antara suami isteri karena perkawinan. Akan tetapi hukum Islam
mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik
mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan
perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan
dengan syari‘at Islam.Di samping itu, juga diberi kemungkinan adanya suatu

sarikat kerja antara suami isteri dalam mencari harta kekayaan.Oleh

13sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul-Press, 1974), 84 -85



27

karenanya, jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut
hukum Islam.*

Dari kaidah hukum ini, jalan terbaik untuk menyelesaikan harta
bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.

Dalam surat anNisa>' Ayat 32.

<
- 19 A

J3lyassa ’QLMM&UA;JB,U Lulr..q_é_—_,l Lol e ST

Artinya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-
laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun)
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas tersebut mengisyaratkan bahwa penyelesaian harta
bersama harus dilakukan secara adil dalam pembagian antara suami isteri.*®

Dengan demikian, dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran
harta bersama antara suami isteri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah
(perjanjian dalam perkawinan).Dalam al-Qur’an maupun Hadis Nabi juga
tidak dijelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama hubungan
perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan

dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan

“Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf Kaedahkaedah Praktis Memahami Figih
Islami, (Pustaka al-Furgan, 2009), 93

®Nasution Bahder Johan dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam, (Bandung: Mandar Maju,
1997), 34
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itu menjadi milik bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang
perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran
manusia dengan sendirinya hasil pemikiran itu harus sesuai dan bersumber
dengan jiwa ajaran Islam.®

Berdasarkanayat di atas, maka beberapa sarjana Islamseperti Sayuti
Thalib dan Hazairi menyimpulkan bahwamenurut hukum Islam, harta yang
diperoleh suami dan isteri karenausahanya adalah harta bersama, baik mereka
bekerja bersama-sama atauhanya sang suami saja sedangkan isteri hanya
mengurus rumah tanggabeserta anak-anaknya saja. !’

Jadi  ketika mereka (suami isteri) telah terikat dalam
perjanjianperkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu,
baik hartamaupun anak-anak, seperti yang diatur oleh al-Qur’an surah an-
Nisa>" ayat 20-21.Tidak perlu diiringi dengan syirkah (perjanjian dalam
perkawinan), sebabperkawinan dengan ljab Qobul serta memenuhi
persyaratan lain-lainnyaseperti adanya wali, saksi, mahar, dan walimah sudah
dapat dianggap adanyasyirkah antara suami isteri. '8

Sedangkan definisi perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dapat
kita pelajari dari pemahaman terhadap konsep perkawinan sebagai transaksi

yang didalamnya terdapat suatu perjanjian yang kokoh.

Ibid., 99
sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Ul-Press, 1974), 64
8 M. IdrisRamulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1974), 232
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Didalam Nisa’ ayat 20-21:

£
2P

Q/lj;:’BJJTa‘/ TC))Q&AC)'-J ¥ ZE&GJ»HJLM}U‘)V\DLJMUM;;L)A}

-

ETL::‘.':\.@.)LN‘ L:.u.a MJ)L)JD;L;M)W‘@J o .\;—‘)rési.\.au_
TN
Artinya:
Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteriyang lain, sedang kamu telah
memberikan kepada seseorang di antaramereka harta yang banyak, Maka janganlah
kamu mengambil kembalidari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan
mengambilnyakembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung)dosa yang nyata. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,
Padahalsebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagaisuami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamuPerjanjian yang
kuat.(Qs.an-Nisa’:20-21)."

Dari ayat diatas Muhammad Syahrur melihat bahwa dalam
perkawinan terdapat sebuah perjanjian perkawinan, suatu perjanjian
perkawinan yang kuat yang diambil oleh para istri dan suami mereka. Kata al-
mithaq berasal dari kata dasar wathaga. Ketika terjadi kesepakatan diantara
kedua belah pihak atas dasar kepercayaan, maka itulah yang disebut al-
mithag, akan tetapi jika terjadi kesepakatan atas dasar keterpaksaan dan
pemaksaan maka disebut al-wathag.?°

Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan (al-mithaq az-zaujiyah)
termasuk dalam kategori al-mithag.Penerjemahan perjanjian perkawinan

sebagai suatu wasiat yang wajib dipenuhi didasarkan atas persamaan yang

1 DEPAGRI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Pers, 2001), 201

2’Muhammad Shahrur, Nahw Usul Jadidah Li al-Figih al-Islami ; Sahiron Syamsuddin,
Metodologi Figh Islam Kontemporer, (Yogyakarta; eLSAQ Press, 2010), 440
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terdapat pada keduanya, yaitu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian atas dasar kepercayaan, baik suatu
perjanjian yang bersifat vertical (manusia dengan tuhan-Nya) ataupun
horizontal (manusia dengan manusia serta dunia kehidupan sosialnya).
Kaitannya dengan perjanjian secara horizontal adalah suatu perjanjian
perkawinan antara calon pasangan suami istri yang dibangun atas dasar
kepercayaan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu
sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersamadalam
perkawinan diatur dalam pasal 85-97.Pada pasal 85 KHI menegaskanbahwa
adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya hartamilik masing-
masing suami atau isteri.?

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama,
maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama yang
berwenang.

Seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri
maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang isteri turut
bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada

padanya.?

2lUU No. 1Thn. 1974, Tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010). Pasal 85, 198
22 Ibid, 199
23Ibid., 199
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C. Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau terdapat dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut
yang dinamakan perikatan.Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua
orang yang membuatnya.Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau
ditulis.?*Dalam hal ini beberapa ulama figh mengemukakan yaitu: pertama,
dikemukakan oleh ulama Malikiyyah syirkah adalah “suvatu keizinan untuk
bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta
mereka.’kedua, ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, syirkah adalah, “hak bertindak
hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.” Ketiga,
ulama Hanafiyyah mendefinisikan syirkah adalah “akad yang dilakukan oleh
orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan”.

Dari definisi diatas pada dasarnya hanya berubah dalam redaksional,
sedangkan secara esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan
kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan.
Sebenarnya pembahasan syirkah menurut beberapa ulama seperti Imam Syafi’i,
Imam Nawawi dan lain-lain terdapat dalam “kitab dagang” bukan dalam “kitab

nikah” kenyataan ini berarti bahwa asal persoalan syirkah adalah mengenai

2R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1994), 1.
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pengaturan persyarikatan atau perkongsian dalam perdagangan atau pemberian
jasa kemudian diterapkan pada masalah harta bersama suami istri dalam
membicarakan hukum perkawinan.?® Syirkah ataub perjanjian dalam perkawinan
dapat dilakukan atau kesepakatan kedua belah pihak, selama perjanjian tersebut

tidak bertentangan atau ketentuan agama. 2°

£ Sod % PR o =z 2
NP TRPHIPRINPH R Pt
Artinya:
dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.
(Al-Isra’:34).”
Sepanjang dalam perjanjian tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa
perjanjian itu mengikat. Ini sejalan dengan hadis riwayat Al-Bukhori:
o 5 5 B b S b
Artinya:
“Barang siapa mensyaratkan pada dirinya sendiri untuk maksud taat (kepada Allah
dan Rasul-rasulnya), dalam keadaan tidak terpaksa maka ia wajib
memenuhinya”(Riwayat Al-Bukhori).?®
Memperhatikan ayat-ayat dan hadis tersebut diatas dapat diambil pengertian
bahwa perjanjian pekawinan yang disepakati bersama antara suami istri,

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Al-Qur’an dan As-

Sunnah, wajib ditepati khusus dalam perjanjian perkawinan.

128

25Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 79

25Umar Said, Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan, (Surabaya: Cempaka, 2000),
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Dua pihak subyek hukum, biasanya dua orang, apabila mempunyai kemauan
atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan
kata-kata, maka dengan itu terjadilah peristiwva hukum yang disebut dengan
perikatan. Para ulama’ figh menyebutnya dengan agdun. Adapun definisi yang
mereka kemukakan adalah sebagai berikut;

“(Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua
macam kehendak, baik dengan perkataan atau yang lain, dan kemudian
karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya).

Menurut R.SoetojoPrawirohamidjojo dan Asis Safioedinmemberikan
pengertian perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang dibuat oleh dua orang
suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta
kekayaan.®’Selain itu, Ali Afandi SH memberikan pengertian perjanjian
perkawinan sebagai perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan didalam
bidang harta kekayaan.**

Menurut ~ Amir  Syarifuddin ~ Hukum Islam  mengatur  bahwa
perjanjianperkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan
atausesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk

syirkah.Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik

29Achmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan, (Yogyakarta: Media Persada, 2002), 1

%R, Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang Dan Keluarga, (Jakarta:
Penerbit Alumni, 1974), 81

$LAli Afandi, Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:
Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1964), 46.
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masing- masingsuami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan
tetapmenjadi harta milik pribadi masing-masing.Syirkah adalah akad antara
orang-orangyang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *2

Bahwa dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuranharta pribadi
ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya salingpengertian antara
suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangansampai pengelolaan ini
mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkanperceraian. Maka dalam
hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjianperkawinan sebelum
dan sesudah perkawinan dilaksanakan.

Perjanjian tersebut dapat berupapenggabungan harta milik pribadi masing-
masing menjadi harta bersama, dapatpula ditetapkan tidak adanya penggabungan
harta milik pribadi menjadi hartabersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum
perkawinan dilaksanakan, maka

perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan. **

$25ayyid Sabiq, Figh al-Sunnah.Jilid 13, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1981),194
**soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, (Yogyakarta, Liberty, 2004), 99

% Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2005),112



